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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalamdkelhin manusia
sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok malsyia terkecil, yang
terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyatadaktiselalu ketiga unsur itu
terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu kelugang tidak mempunyai
anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi kejaasebagai kelompok
kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnyareka yang
menginginkan anak, tetapi ada diantara sebagiamgdtea yang justru membuang
anaknya, karena ia malu, akibat perbuatannya sendirgadakan hubungan seks
diluar nikah* Hal ini kemudian di dalam fikih Islam dikenal demgistilahal-
lagit, yang didefinisikan sebagai "anak kecil yang tilatau yang dibuang orang
tuanya untuk menghindar dari tanggung jawab atatukumenutupi suatu
perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orangyain

Sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhgdiag serius terhadap
lembaga pengakuan anak, termasuk juga pengakubad&y anak temuan.
Hampir semua kitab fikih tradisional maupun kontemgp menulis tentang
lembaga pengakuan anak, khususnya kepada anaknerang disebut dengan

“lagith”. Demikian juga undang-undang keluarga Muslim di Nageegara Islam

! Zaeni MuderisAdopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukudiakarta: Sinar Grafika,
2004, hal. 8

2Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedia Hukum Islamlakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2003, him. 1023



Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungdradep anak temuan itu
merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakeim arang Islam untuk

menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka kanaberdosa dan dapat
dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah. Apa dgikeghukakan oleh Ahmad
Husni ini di Indonesia belum dapat tempat yang wajelum ada pengaturan
yang secara luas tentang lembaga masalah anakrgmog harus diakui sebagai
anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan satwdra sangat tabu dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan perungzhgngan tentang hukum
kekeluargaan di Indonesia belum memberikan porsigykengkap dan rinci

terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana daiatarpn-peraturan hukum
di Negara Muslim lainnya dan juga di beberapa Negeang tergabung dalam
Asean.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam pleretdaukum
memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi makgatbahwa hukumnya
sunah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap bersifat
mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, kengigga menyatakan
bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi f&ithyah (kewajiban
kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orandcamkewajibannya gugur bagi
yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkaakéatu akan binasa jika tidak
dipungut dan diselamatkan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungutiana#alah fardu
kifayah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anakakan binasa, maka tindakan

menyelematkannya menjadi fardu ain (kewajiban lijogenemunya.



Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ibineutama untuk
memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemelihayaanapabila anak itu
memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampya), maka biaya
pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anakseébut tidak memiliki harta,
maka penemunya diharapkan menanggung segala baydikg ia tidak mampu
memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan tra&but kepada hakim dan
hakim dapat menunjuk seseorang untuk memeliharak aima dengan
mengeluarkan biaya pemeliharaanya dari baitul mal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu atalt yang hilang
tanpa ada penanggungnya, maka mengambilnya termfesudku kifayah®
Berdasarkan firman Allah Swt:
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Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seoraranusia, maka
seolah-olah dia telah memelihara kehidupan mans&muanya(QS.
Al-Maidah, ayat;32)

Menghidupkan anak tersebut berarti menggugurkaa dekiruh manusia.
Dengan Menghidupkan mereka berarti menyelematkersitaa® Sesungguhnya
anak adam adalah dimuliakan, maka wajib menjagagyerti halnya ketika
sedang kelaparan yang membutuhkan bantuan makamnanrdng lain. Hal ini
didasarkan oleh firman Allah Swt dalam surat al-dl4hi yang berbunyi:
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% Ibnu RusydBidayah al-Muijtahid wa Nihayah al-Mugtashitz. 2, Beirut, Lubnan: Dar
al-Kutub, al-Imiyyah, tt, him. 313

“Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir AB@uAI-Qur'an dan Terjemahnya,
Jakarta: PT. Intermasa, him. 156

® As-Syirbini, Mughni al-Muhtaj juz. 2, tt, Beirut, Lubnan: Dar al Fikr, hal. 418



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajidan
takwa dan jangan tolong menolongdalam berbuat dosa dan
pelanggarandan bertagwalatkamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya(QS. Al-Maidah, ayat; 2)

Ayat di atas mengajak kepada manusia untuk saditong-menolong di
dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga demi merjalzagsungan hidup,
wajib hukumnya bagi seseorang untuk menyelamatkanny

Akan tetapi, yang penulis bahas dalam skripsi ukidm mengenai hukum
mengambil anak temuan, orang yang mengambil ama&ltet atau anak temuan
itu sendiri serta statusnya, akan tetapi lebih eamty terhadap hak perwalian
anak temuan tersebut. Sehingga perlu dikaji leblard mengenai permasalahan
perwalian khususnya tentang wali nikah bagi analut.

Adapun kekuasaan bertindak hukum terhadap anakupitngsepenuhnya
berada di tangan hakim. Hakimlah yang menjadi wilahnya dan hakim pula
yang berhak mengatur pengeluaran harta anak teygidauia mempunyai harta.
Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw: “Hakim upakan wali bagi orang-
orang yang tidak mempunyai wali."(HR. al-Bukhari,udlim, atTirmizi, Abu
Dawud, dan an-Nasa'i). Jadi, kekuasaaan perwalgand masalah perkawinan
dan harta tidak berada di tangan orang yang mentuyegu

Dari pemaparan di atas, akan penulis diskripsikagiahulu pendapat para
Ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalahniah khususnya wali nikah

bagi anak temuan. Mereka dari kalangan Hanafi, i§yi&faliki dan mayoritas

ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi anak teradalah sultan (penguasa).

® Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Ra@Op. Cit, him. 156
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Artinya:“Yang dimaksud shultan adalah orang yang memilikiusaan, baik
umumataupunkhusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan
terhadap perempuan, baik secara umum seperti insaypun secara

khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh atandtuk
melaksanakan akad nikaH”.
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Artinya:*Kemudian hakim baik yang bersifat umum atau yaregitat khusus
seperti qadhi genghul) atau orang yang memperoleh mandat untuk
melaksanakan akad-akad nikah atau akad tersebaraddusus®
Jumhur Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwadusperkawinan
tidak sah tanpa waliKarena wali termasuk rukun, maka nikah tidak saipda
adanya wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hiabénarti, ada juga pendapat
yang memandang sah suatu perkawinan tanpa adaBeadiasarkan hadits Nabi
Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:
sV or dy olaldly el V) A Y

Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguedaah wali bagi
orang yang tidak memiliki wali.

Hadits di atas menunjukan pengertian bahwa tidgandlang sah
pernikahan tanpa adanya wali dan penguasa adalitbaga orang yang tidak

memiliki wali. Kemudian hadits tersebut dijadikaalitioleh para ulama atas hak

" Muhammad Syato’ Damyati Baktianatuth Thalibin juz I1l,Beirut Lebanon: Dar al
Kitab lImiyah, tt, him. 214

8 Syekh Ibrohim al Bajuri, Al-Bajuri, juz Il, Darikhya’i Kitab al Arobiyah,tt, him.106

° M. Ali Hasan,Perbandingan Madzhab Figliakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,
Him. 131



wali berada dalam kekuasan sulthon (penguasa) iyengliki kewenangan untuk
menikahkan dan menguasai atas pentasharufan hartg atau anak yang tidak
memiliki wali. Yang kemudian hal tersebut diniskatkterhadap hak merawat,
mengajar, mendidik, dan menikahkan. Sedangkan tazk hak perwalian bagi
orang yang menemukan untuk menikahkan ataupun stet#kan harta anak
yang tidak memiliki wali (anak temuatf).Dikarenakan tidak ada sebab-sebab
perwalian yaitu: kekerabatan dan pengusa.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang menjadi \agii #dnak temuan
adalah orang tua asuh (yang menemukan). Menurut keéigka seorang
menemukan anak temuan dan ia tertutup keadaandg (tiketahui hakikat sifat
adilnya/ tidak dipercaya), maka anak tersebut tetemjadi hak asuh baginya
karena sesungguhnya hukum tersebut dihukumi adib@im menemukan harta,
penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksiaamdalikah, di dalam
beberapa hukum, karena pada asalnya orang musktahaddil, berdasarkan
Qaul sahabat Umar : “Orang-orang muslim adalah sellagian mereka atas
sebagian yang lain. Di katakan dia adil karenarsedhohir dia telah mempunyai
tujuan untuk menutupi / menghindarkan kebinasaanak dan siap menjaganya.

Dalam kenyataan kehidupan ini ternyata banyak psamhan anak,
khususnya anak temuan. Dalam hal ini tentu hukiamisidak akan memberikan
permasalahan ini dibiarkan saja karena status amakinya akan berhubungan

dengan hak waris, mahram dan wali nikah.

19 Wahbah Al-Zuhaili,Figh Islam wa Adilatuhit, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.
him. 4852

1 Al-Kasani,Badai’ as-Shanaj'juz. 8, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-limiyyath,
him. 323



Sedangkan menurut penulis yang lebih menarik dapmbahasan skripsi
ini adalah mengenai pendapat ulama dari golonganabllh bernama lbnu
Qudamah yang berbeda pendapat dengan kebanyakaa ydkni menempatkan
kedudukanmultaqgith (orang yang menemukan) sebagai wali nikah bagk ana
temuan tersebut. Dengan berbagai alasan dan partgah yang memberikan hak
terhadapmultagithterhadap masalah wali bagi anak temuan yang padanaya
kekuasaannya dipegang oleh penguasa atas anakitéensebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pendikelmginan untuk
mengetahui lebih jauh tentang pendapat tersebgfaseasumsi bahwa hal ini bisa
menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wnecserta memperkaya
khasanah keislaman kita. Meskipun secara sepimadapat Ibnu Qudamah itu
terlihat kontradiktif dengan pendapat para ulamagyain.

B. Pokok Permasalahan
Berpijak dari latar belakang masalah di atas, aslzetapa pokok masalah
yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal pesg&nnya, sehingga dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nbadi anak
temuan.
2. Bagaimana metodstinbathhukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah
tentang wali nikah bagi anak temuan.
C. Tujuan Penelitian
Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapstuyang ingin dicapai

oleh penulis, antara lain:



1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat Ibnu Qudanhahm
menetapkan wali nikah bagi anak temuan

2. Untuk mengetahui metodestinbath hukum yang digunakan Ibnu
Qudamah dalam menetapkan wali nikah bagi anak temua

D. Telaah Pustaka
Dari hasil telaah pustaka ternyata belum ada skatya ilmiah secara
khusus yang membahas masalah wali nikah, khusugya berkaitan dengan
anak temuan dan secara spesifik membahas darinsstgideistinbath hukum,
namun karya ilmiah yang telah dibahas antaraddalah:

1. Skripsi yang ditulis Kristiana (2005) yang berjudBtatus Anak Angkat
Menurut Kompilasi Hukum Islartstudi kasus tentang pengesahan anak
angkat dan pembagian harta warisan di PengadilgerNKudus). Hasil
temuan didapatkan bahwa kedudukan anak angkat mteKoempilasi
Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang satassmidin putusan
Pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasabh/ dengan
orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengaagkanak menurut
Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifeskaginanan yang
membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bemteinelihara
orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuh&d@mgan memelihara
dalam pertumbuhan dan perkembangannnya dengan kugmcsegala
kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anakatngenurut
Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalbah atau dengan

jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh hikiel/3 (sepertiga)



dari harta warisan orang tua angkatnya, hal inikumelindungi para ahli
waris lainnya. Penyelelesaian kasus permohonantggeare pengesahan
anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sesuai dergdentuan
Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalahal menerima,
memeriksa dan memutuskan kasus pengangkatan an&engjadilan
Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam.

. H. Moh. Anwar dalam bukuny#&igh Islam (Mu’amalah, Munakahat,
Faro’id dan Jinayah), di dalam bukunya tersebusdiara tegas dan jelas
membicarakan tentang wali hakim dan menyatakan @apenguasa
adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali.

. Abdul Azis Dahlan dalam bukuny&nsiklopedi Hukum Islami, dalam
bukunya menjelaskan perbedaan pendapat dalam rpkaetehukum
memungut anak temuan. Ulama mazhab Hanafi mengatakdwa
hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utameneasikap ini
bersifat mempertahankan nyawa seseorang, di santpingereka juga
menyatakan bahwa memungut anak tersebut hukumrsa firdhu
kifayah (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakaebagian orang
maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakan apabila
dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak diguindan diselamatkan.
Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut a@nakdalah
fardhu ‘ain (kewajiban pribadi) penemunya. Adapekudasaan bertindak
hukum terhadap anak pungut itu sepenuhnya beradagdn hakim.

Hakimlah yang menjadi wali nikahnya dan hakim pykng berhak
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mengatur pengeluaran harta anak tersebut, jikaelmpunyai harta. Hal

ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW: “hakiermpakan wali bagi

orang-orang yang tidak mempunyai wali” (HR. al-Bakh Muslim, at-

Tirmizi, Abu Dawud dan An nasa’i). kekuasaan peraradalam masalah

perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang ynemungutnya.

Adapun yang akan penulis bahas berbeda, karedalaln pembahasan
sebelumnya hanya dijelaskan dan banyak ditemukarygian dari para ulama’
yang mengatakan wali nikah bagi anak temuan adaahuasa, selain itu juga
penulis temukan skripsi yang membahas hak asuadephanak temuan.

Sedangkan penulis di sini membahas mengenai yamgaai wali nikah
bagi anak temuan, yaitu orang tua asuh (yang mekamya). Selain itu juga
karena membahas secara spesifik tenistimgpath (penggalian hukum) dan latar
belakang dari diperbolehkannya orang tua asuh miemali nikah bagi anak
temuan. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman segtegkajian secara
mendetail dan lebih mendalam.

Demikian beberapa karya dan tulisan tentang fighsksnya hukum
Islam yang mana kesemuanya telah banyak membggirass dan kontribusi
yang sangat besar terhadap penulis dalam penitisan

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam iganuskripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
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Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jepeémelitian kualitatif.
Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data ri@gk berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang ataulgieriyang diamatf Jenis
penelitian ini adalalibrary research yaitu usaha untuk memperoleh data
dengan menggunakan sumber kepustakaamntinya meneliti buku-buku
yang ada relevansinya dengan permasalahan yanggséitbahas.

2. Sumber Data
Sumber-sumber itu terdiri dari 2 macam

a. Sumber data primer :
Sumber data utama yang digunakan dalam penelildpss ini adalah
kitab “Al-Mughni” karangan Ibnu Qudamah. Kitab ini tergolong kitab
kajian terbesar dalam masalah figih secara umumm klaususnya
dimadzhab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Ifiazadin Ibn
Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelari Sulthanul mk mengatakan
tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalarfatwa sebelum saya
menyanding kita\l-Mughni”**

b. Sumber data sekunder :

Literatur-literatur lain yang mengkaji tentang pexhhsan tersebut antara

lain skripsi yang ditulis oleh Ali Jalalur Rosy&d.Alasan penulis

2 Lexi J. MoeloengMetode Penelitian KualiatifBandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002, him. 6

13 Mestika ZedMetode Penelitian Kepustakaalgkarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004,
him. 1-2

14 M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Jakajt®T. Raja Grafindo Persada, 2002,
Cet.4, him.279

Ali Jalalur Rosyad berjudu\nalisis Pendapatbnu Qudamah Tentang Perjanjian
Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikebkripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2002, him. 70.
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menggunakan skripsi tersebut sebagai data sekusel@in sebagai
penunjang adalah untuk memudahkan dalam penelitiardikarenakan
adanya keterkaitan terutama dalam pengambilan mettiwbathhukum.
literatur lain yang berkaitan dengan pembahasaipsskdi antaranya
adalah kitatBadai’ as-Shanai’, Kifayah al-Ahyar, Mughni al-Malptdan
beberapa sumber lain yang berasal dari buku makipalmn

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkadkén melalui
riset kepustakaailibrary research)yaitu suaturiset kepustakaan atau
penelitian murnt® Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yanatte
dipublikasikan” Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada

kaitannya dengan yang diteliti penulis.

5. Metode Analisis Data
Dalam menganalisa data dan berpikir penulis memaleiode sebagai
berikut:

a. Metode Induksi: yaitu cara berpikir yang berangkkri fakta-fakta
khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dakth ditarik kesimpulan
yang bersifat umum. Dimana Ibnu Qudamah memahasuiskgang terjadi
pada abi jamilah merupakan awal dari hasil pengamgang bersifat
khusus yang kemudian dia menetapkan sebuah hukbwiekan orang

yang menemukan menjadi wali nikah anak temuanatdikakan adanya

18 sutrisno HadiMetode Riset(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahdd,
1987), him. 9
7 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 10
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pertimbangan sifat adil dan tanggungjawab dalam multagith dan
disamping itu untuk kemaslahatan bersama), adalaérupakan
kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduksi: yaitu cara berpikir yang berang#ati pengetahuan
yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatiakaftau pengertian
yang bersifat khusus dimana ketentuan yang masihifée umuni®,
Dimana Ibnu Qudamah menetapkan hukum berdasarkamhaenan
terhadap hadits yang menyatakan siapa saja yaitgdabulu atas sesuatu
berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut, kamydian memaknai
dalam menemukan anak, yang lebih berhak menikalddatah yang
menemukannya, yang merupakan kesimpulan yang &ekbifisus.

c. Metode Komparatif: suatu metode yang digunakankumembandingkan
antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dudageat hukum Islam
berkaitan dengan produk fidh.

F. Sistematika penulisan
Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudamdalemahami
tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima lpahg masing-masing bab
mempunyai alur runtut tersendiri. adapun bab-badg yarsusun secara sistematis
adalah sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latarekakang
masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitiagalel

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pemulis

% bid., him. 11
9 Tim PenyusunPedoman Penulisan Skrip$iakultas Syari'ah IAIN WALISONGO
Semarang



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V
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: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK TEMUAN, yang
meliputi, pengertian dan dasar hukum perwalianratya
syarat wali nikah, macam-macam perwalian, oranggra
yang harus mendapatkan perwalian, pengertian dhlaq
wali nikah bagi anak temuan.

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI
NIKAH ANAK TEMUAN, yang meliputi biografi dan
karya- karya Ibnu Qudamah, pendapat lbnu Qudamah
tentang wali nikah anak temuan, metddenbath hukum
Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan

ANALISIS TERHADAP  PENDAPAT IBNU
QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK
TEMUAN, meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah
tentang wali nikah anak temuan, analisis terhadefode
Istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak
temuan
: PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-sardai

penutup.



